
KEMENTERIAN  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN  PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   50   TAHUN 2025
'T`EN'T`ANG

TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PBREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2025-2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDTUTNGAN ANAK REPUBI,IK INDONESIA,

Menimbang           :    a.   bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan indeks
komposit    dalam    penilaian    Reformasi    Birokrasi
Tematik di seluruh instansi pemerintah;

b.   bahwa    pelaksanaan    Indeks    Kualitas    Kebijakan
melibatkan     setiap     satuan     keria     di     lingkup
Kementerian      Peinberdayaan      P;rempuan    -daL
Perlindungan  Anak  yang   dilaksanakan   oleh   Tim
Pelaksana Indeks Kualitas Kebijakan;

c.   bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu
menetapkan    Keputusan    Sekretaris    Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Republik Indonesia tentang Tim Pengukuran lndeks
Kualitas    Kebijakan    Kementerian    Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

Mengingat              :    1.   Peraturan presiden Nomor  186 Tahun 2024 tentang
Kementerian      Pemberdayaan      Perempuan      dan
Perlindungan   Anak   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 382));

2.   Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak  Nomor  1  Tahun  2025  tentang
O rganisasi       dan       Tata       Kerj a       Keme nterian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
(Eel.ita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2025
Nomor  132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan           :    KBPUTUSAN              SEKRETARIS              KEMENTERIAN
PE.MBE.RDAY.A_A+N   PE.RE.MPUAN   DAN   PE.P`L.INDUNGAN
ANAK  TENTANG  TIM  PELAKSANA  INDEKS  KUALITAS
KEB IJAKAN           KE M ENTERIAN           PEMB ERDAYAAN

PEREMPUAN . . .
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PEREMPUAN    DAN    PERLINDUNGAN    ANAK    TAHUN
2025-2026.

:   Membentuk  dan  menetapkan  Tim  Pelaksana  Indeks
Kualitas      Kebijakan      Kementerian      Pemberdayaan
Perempuan dari  Perlindungan Anak Tahun  2025-2026
sebagaimana     tercantum     dalam     lampiran     yang
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Keputusan
ini.

:   Tim  Pelaksana  Indeks  Kualitas  Kebijakan  selanjutnya
disebut  Tim  Pelaksana  IKK,   sebagalmana  dimaksud
pada Diktum KESATU terdiri atas :

a.  Pengarah;
b.  Penanggung Jawab, meliputi:

1.  Kebijakan bidang Kesetaraan Gender
2.  Kebij akan        bidang       Perlindungan        hak

Perempuan
3.  Kebijakan bidang Pemenuhan Hah Anak
4.  Kebijakan bidang Perlindunga.n Khusus Anak;

c.   Ketua Tim pelaksana;
d.  Koordinator Unit, meliputi :

1.  Koordinator    Kebijakan    bidang    Kesetaraan
Gender

2.  Koordinator   Kebijakan   bidang   Perlindungan
hak Perempuan

3.  Koordinator Kebijakan bidang Pemenuhan Hak
.A_r'_a-k_

4.  Koordinator   Kebijakan   bidang   Perlindungan
Khusus Anak;

e.  Administrator Instansi;
f.   Enumerator, meliputi :

1.  Enumerator bidang Kesetaraan Gender
2.;   E,rT_I_I.in_erator        bida_n_g        Perlind.ii.riga_n_        ~h_a_k_

Perempuan
3.  Enumerator bidang Pemenuhan Hah Anak
4.  Enumerator    bidang    Perlindungan    Khusus

Anak;

:    Tim_   Pelak_sa_n_a   seba.galm_a_n_a.   d.im_ak.si_I.d.   pa.da.   c].ik_ti_].rri
KEDUA mempunyai tugas :

a.  Pengarah :
1.  Memberikan        arahan        terkait        dengan

pelaksanaan    pengukuran    indeks    kualita.s
kebijakan     dan      manajemen     pengelolaan
k_ebija_ka_n_     di     setia.p     satijan_     kerja.    1_I.ri_ti_I.k_
mendukung reformasi birokrasi tematik;
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2.  Memberikan  pertimbangan  penyelesaian  jika
ada kendala dan hambatan dalani melakukan
pengukuran IKK;

3.  Melaporkan  pelaksanaar.  I.Tr_TJ. kepada  Meriteri
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan
Anak.

b.  Penanggung Jawab :
Memimpin   dan   Mengarahkan   aspek  kebijakan
yang   menjadi   pengukuran   kualitas   kebijakan
sesual c].eri_gari_ bidarii_g kebijaka_n.

c.   Ketua Tim Pelaksana :
1.  Menyusun   daftar   kebijakan   yang   menjadi

.i].sulan dari .Ko.ordinator .Unit untuk penilaian
IKK

2.  Mengoordinasikan  daftar  populasi  kebijakan
ya_n_g  tela_A_  c].ii_I.si_I.Ik_a_n_  d.alam_  per_i_gi_I._k_I_I.ra_n_  IK_K_
dari masing-masing Koordinator Unit;

3.  Memanta.u     proses     pengukuran     IKK     di
Kementerian.  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak;

4.  Melaporkan    proses    pengukura.n    IKK    dan
h.asilrrya.   k_epa.c].a.   Pengara_h_   da_n_   Peri_a_n.ggI_1._n.g
Jawab.

d.  Koordinator Unit:
1.  Menyusun     d.aftar     ke.bijakan    .yang     akan

diusulkari    dalam    pengukuran    IKK    atas
persetujuan Pengarah sesuai bidang kebij akan
in_a.sirig-in_a.sin_g;

2.  Menyampaikan bukti  (ez/Zc!e7tce)  dan dokumen
yang     dibutuhkan     sesuai     dengan     jenis
kebijakan    yang    menjadi     usulan     dalam
pengukuran      yang      disampaikan      dalam
pengukuran IKK;

3=   Menyam_paik_a.ri_   h_a.sil   dafta_r   k_ebija_k_a.ri_   ya.rig
diusulkan  pengukuran  di  IKK  disertai  bukti
(ez/Zczertce)   dan   dokumen   kepada  Ketua  Tim
Pelaksana,  sesuai  bidang  kebijakan  masing-
masing;

4.  Menugaskan  1  (satu) orang pegawai pada unit
k_erja,    sesi_1.aLi    bide_r_I_g    in_a.siri_g-in_a.sirig    i_1_ri_ti_I.k

menjadi enumerator.
e.  Administrator Instansi:

1.  Membuat     akun     enumerator     (bila     ada
perubahan)     pada     laman     resmi     Sistem
Inforlnasi Indeks Kualitas Kebij akan;
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2.  Menyampaikan hasil daftar populasi kebijakan
yang telah disetujui oleh instansi LAN sebagai
sampling pengukuran IKK;

3.  Me4mbagi basil daftar populasi kebijakart`. yarig
menjadi  scz7xpzt.ng untuk  disetujui  Ketua  Tim
kepada   enumerator   sesuai   bidang   masing-
masin8;

4.  Melakukan   koordinasi   dengan   enumerator
sesual  bidang  masing-masing  untuk  jadwal
perigisian_ pa.d.a. lam_ain IKK_;

5.  Memeriksa  progres  pengisian  data  penilaian
mandiri    Indeks    Kualitas    Kebijakan    dari
seluruh Enumerator;

6.  Membuka isian data teknis yang dimasukkan
oleh enumerator jika terdapat perbaikan oleh
eri_1_I.in_era.tor.

f.   Enumerator:
1.  Mengisi  data  teknis  profil  enumerator  sesuai

dengan   bidang   rna.sing-masing  pada   laman
resmi    Sistem    Informasi    Indeks     Kualitas
Kebijakan (bila ada perubahari) ;

2.,   Meri_yiapkari   daftar   popu.1a.si   k_ebijak_a_ri  ya.rig
diusulkan    penilaian    mandiri    IKK    disertai
bahan   bukti   (ez;!.c8e7tce)   dan   dokumen  yang
dibutuhkan    kepada    Koordinator    Unit    di
masing-masing bidang;

3.  Melakukan €7ipzJ€ (pengisian)  seluruh data dan
ba_h_a.I_`_  bi_I.k_ti  (e7/z.de7?ae)  sesi_I.al  bidang  in_a,sir_t_g-
masing pada laman pengisian IKK;

4.  Melakukan  konfirmasi  pengiriman  hasil  €rLPL4f
IKK untuk mengunci jawaba.n jika telah selesai
mengisi       data       teknis       (I.xpL4€)        kepada
Administrator Instansi.

:   Sejak Keputusan sekretaris Menteri ini ditetapkan maka
Keputusan   Nomor   330   Tahun   2023   tentang   Tim
Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Di Kementerian
Pemberdayaan   Perempuan   Dan   Perlindungan   Anak
Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

:   Pendanaan    yang    diperlukan    dalam    pelaksanaan
Keputusan     ini,     dibebankan     pada     Daftar     Isian
Pelaksanaan         Anggaran         ( D I PA)         Ke menterian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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:   Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dan,/atau   perubahan   dalam   Keputusan   ini,    akan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

:   Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga
31  Desember Tahun 2026.

Ditetapkan  di Jakarta
padatanggal   8  April  2025

SEKRETARIS KEMBNTBRIAN,

TITI EKO RAHAYU
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LAMPIRAN
KE PUTU SAN                    SEKRETARI S
KE.MENTE.P`IAN      PE.MBEP`DAYAjA.N
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   50     TAHUN2025
TENTANG
TIM  PENILAIAN  INDEKS  KUALITAS
KE,B I,J_A_K_A_N                   KEM ENTERIAN
PEM B ERDAYAAN          PERE M PUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2025-2026

TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
T_A_H_UN2025-2026

NO UNIT KERJA JABATAN

1. Sekretaris Kementerian Pengarah

2.
Deputi Bidang Kesetaraan Penanggung Ja.wab Bidang Kesetaraan
Gender Gender

3.
Deputi  Bidang  Perlindungan Penanggung Jawab Bidang Perlindungan
Hah Perempuan Hak Perempuan

4.
Deputi   Bidang   Pemenuhan Penanggung Jawab Bidang Pemenuhan
Hak Anak Hak Anak

5.
Deputi  Bidang  Perlindungari Penanggung |Jawab Bidang Perlindungan
Khusus Anak Khusus Anak

6.
Kepala    Biro    Hukum    dan Ketua Tim PelaksanaKerjasama

7.
Sekretaris     Deputi     Bidang Koordinator Unit Bidang Kesetaraan
Kesetaraan Gender Gender

8.
Sekretaris     Deputi     Bidang Koordinator Unit Bidang Pemenuhan Hak
Pemeriuriari Hak Anak I Anak

9.

Sekretaris     Deputi     Bida.ng Koordinator Unit Bidang PerlindunganPerlindungan                     H ak Hak PerempuanPerempuan

10.
Sekretaris     Deputi     Bidang Koordinator unit Bidang Perlindungan
Perlindungan Khusus Anak Khusus Anak

11. Layanan Hukum Administrator Instansi

12.

Analis       Kebij akan       pada
Enumerator Bidang Kesetaraan GenderDeputi    Bidang    Kesetaraan

Gender (1  orang)

13.

Analis       Kebij akan       pada Bnumerator Bidang Pemenuhan HakDeputi   Bidang   Pemenuhan
Arllak

Hak Anak (1 orang)
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Anali s       Ke bij akan       pada Enumerator Bidang Perlindungan Hak
114e Depl_I.ti  Bid.aLn_g  Perlindungan_ Peremnl]atl_    -_   -_-_I   ___i__

Hak Perempuan (1 orang)

15.

Ariali s       Kebij akan       pada EriLUErLerator Bidaing Perlindur}gan Khusus
Deputi  Bidang  Perlindungan Anak
Khusus Anak (1 orang)

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EKO RAHAYU
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